1.1.

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang
dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangannya, berdasarkan kondisi dan
potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika
pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang
mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (PD)
untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk
mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan
tindakan. Rencana strategis ini disusun berdasarkan isu strategis
Aparatur yang dihadapi, pemikiran dan analisis yang komprehensif
dalam perumusan strategi, mengkaji ulang terhadap rencana
strategis sebelumnya serta mempertimbangkan masukan maupun

saran dari pihak eksternal.



Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia Aparatur atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat ini
menjadi wacana yang mengemuka baik pada sektor publik maupun
privat. Hal ini dipicu karena berbagai kemajuan teknologi dan
pengetahuan maupun budaya. Pada sektor penyelenggaraan
pemerintahan, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia Aparatur mutlak dilaksanakan guna
menjawab kritik dan sorotan masyarakat terhadap akuntabilitas
kinerja instansi publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik
(Good Governence), sehingga dunia usaha (Corporate governance)
dan masyarakat (Civil Society) dapat terlayani dengan baik dan
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu sangatlah penting apabila upaya peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia Aparatur ini direncanakan dan disusun
melalui suatu program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan
dan dinamika perubahan.

Dokumen Rencana Strategis ini berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
serta memperhatikan Rencana Strategis Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri
sebagai Lembaga Pembina Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Provinsi Jambi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung
Gubernur Jambi di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan
dan  pembangunan  khususnya di bidang kompetensi
pegawai/aparatur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jambi berupaya berkomitmen kuat untuk melaksanakan
pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur
yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju



perspektif baru manajemen pengembangan sumber daya manusia
secara strategis (strategic human resource management) agar
selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara unggulan yang
selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara
maupun visi dan misi Gubernur yang tersurat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.
Oleh karena itu maka RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021
dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tahun 2017-
2021. Sejalan dengan Misi Pemerintah Provinsi Jambi antara lain
pada misi ke-1 yaitu : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
Daerah dan Desa yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan
Berpartisipatif serta Berorientasi Pelayanan”.

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang dalam hal ini para
pejabat struktural bersama-sama dengan pejabat fungsional dan
staf, menyesuaikan dan merumuskan kembali Rencana Strategis
Tahun 2017-2021, yang merupakan dokumen perencanaan lima
tahunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang
memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Jambi.
Perubahan Renstra ini merupakan tindak lanjut atas turunnya
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi serta
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Jambi.



1.2.

Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi adalah :

a.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



1.3.

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

|. Permendagri Nomor 02 Tahun 2013 tentang Sistem
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan berbasis Kompetensi
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.

m.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/119/SJ tentang
Pedoman Umum Perumusan Standard Kompetensi Teknis
Urusan Pemerintah

n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/3771/SJ tentang
Pedoman Umum  Standard Perangkat Pembelajaran
Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN)

0. Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi

p. Peraturan Gubernur Jambi No 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Jambi.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi adalah sebagai dokumen
Perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Jambi selama kurun waktu tahun 2016 — 2021.

Sedangkan tujuannya adalah :



1.4.

a. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jambi

b. Menyediakan bahan serta pedoman untuk menyusun Rencana
Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam kurun waktu
tahun 2016 - 2021

c. Menyediakan acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jambi, beserta seluruh wunit kerjanya dalam
pengelolaan lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip
koordinasi integrasi dan sinkronisasi Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi

Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Strategis Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi tahun 2016 — 2021 dalam
dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:

Bab. | Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan
Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan
Bab. Il Gambaran Pelayanan PD mencakup: Tugas, Fungsi, dan

Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja
Pelayanan PD, Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan PD.

Bab.lll Permasalahan dan Isu-isu Strategis PD mencakup :
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan PD, Tela’ahan Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
Tela’ahan Renstra Kementerian/Lembaga, dan
Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab.lV  Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
mencakup: Visi dan Misi PD, Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah PD



Renstra BPSDM 2016-2021

Bab. V

Bab.VI

Bab.VII

Bab.VIII

Strategi dan Kebijakan PD.
Rencana Program dan Kegiatan, Pendanaan Indikatif.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
tujuan dan sasaran RPJMD

Penutup



BAB 11

GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROYVINSI JAMBI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
merupakan pengembangan dari Perangkat Daerah sebelumnya yaitu
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi, sejalan
dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 08
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 59 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jambi. Berdasarkan peraturan di atas Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi mempunyai
tugas membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan
sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan
sumber daya manusia aparatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
pengembangan sumber daya manusia provinsi;

b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

c. penyelenggaraan  sertifikasi kompetensi di  lingkungan
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan



kabupaten/kota;
e. pelaksanaan administrasi badan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
- Kepala Badan
- Sekretariat
- Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
- Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
- Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional
- Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
- Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Jambi sebagaimana tertera pada bagan di

bawah ini :



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI JAMBI

PERGUB NOMOR 59 TAHUN 2016

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN i |
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM DAN PROGRAM KEUANGAN
KEPEGAWAIAN DAN ASET
PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
SERTIFIKASI, PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DAN KOMPETENSI KOMPETENSI TEKNIS KOMPETENSI
PENGELOLAAN TEKNIS INTI UMUM DAN MANAJERIAL
KELEMBAGAAN I FUNGSIONAL
| ]
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN L | PENGEMBANGAN
|| SERTIFIKASI KOMPETENSI INTI KOMPETENSI UMUM KOMPETENSI
KOMPETENSI || JABATAN || JABATAN PIMPINAN DAERAH
ADMINISTRASI ADMINISTRASI
URUSAN KONKUREN
SUBBIDANG WAJIB PELAYANAN
PENGELOLAAN DASAR DAN PILIHAN SUBBIDANG SUBBIDANG
KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
— DAN TENAGA SUBBIDANG L | KOMPETENSI PILIHAN — KOMPETENSI
PENNGEMBANGAN PENGEMBANGAN JABATAN JABATAN
KOMPETENSI KOMPETENSI INTI ADMINISTRASI STRUKTURAL
— JABATAN
ADMINISTRASI
URUSAN KONKUREN
SUBBIDANG
PENGELOLAAN PELAYANAN DASAR _| KOMPETENSI JABATAN | KOMPETENSL
— | SUMBER BELAJAR FUNGSIONAL
DAN KERJASAMA SUBBIDANG KEPEMIMPINAN
PENGEMBANGAN DAN PRAJABATAN
KOMPETENSI INTI
|| JABATAN

ADMINISTRASI
PERANGKAT DAERAH
PENUNJANG




a. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas antara lain mengkoordinasikan
seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan
Fungsional dalam upaya mewujudkan pelaksanaan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan

sumber daya manusia aparatur pemerintah Provinsi Jambi.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
rangka memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada
semua unsur di lingkungan badan pengembangan sumber daya
manusia provinsi, serta fasilitasi badan kepegawaian daerah
kabupaten/kota khususnya bidang pengembangan kompetensi
aparatur.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas membantu
Sekretariat dalam rangka melakukan urusan surat menyurat,
pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan
rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi,
dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi
kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi
kinerja pegawai ASN.

2. Subbagian Program dan Pelaporan dengan tugas membantu
Sekretariat dalam rangka melakukan penyusunan rencana
program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi,
pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program
pengembangan sumber daya aparatur provinsi.

3. Subbagian Keuangan Dan Aset dengan tugas membantu
Sekretariat dalam rangka melakukan pelaksanaan anggaran,
perbendaharaan keuangan, penyusunan bahan tindak lanjut
hasil pemeriksaan, pengelolaan dan penyiapan bahan



verifikasi, urusan akuntansi, serta pelaporan keuangan dan

aset..

c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka
melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi ditingkat
provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang
kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara lembaga.

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan Kelembagaan

terdiri dari :

a. Subbidang Sertifikasi Kompetensi dengan tugas membantu
Bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi,
pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan
dalam negeri provinsi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi di
lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta
pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

b. Subbidang  Pengelolaan  Kelembagaan dan  Tenaga
Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas membantu
Bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan
kebijakan teknis dan rencana pengelolaan kelembagaan,
pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang
kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan  kelembagaan dan tenaga pengembang
kompetensi.

c. Subbidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama,

mempunyai tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan



penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana
pengelolaan sumber belajar, termasuk perpustakaan dan
laboratorium, penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar
lembaga, pendidikan formal, pendidikan kepamongprajaan,
serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber
belajar dan kerjasama.

d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas

membantu Kepala Badan dalam rangka melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan,
fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pengembangan kompetensi teknis inti.

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti terdiri dari :

a. Subbidang Pengembangan  Kompetensi Inti  Jabatan
Administrasi Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan
Pilihan dengan tugas membantu Bidang dalam rangka
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan
rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran
pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan
kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan
kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan
pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan.

b. Subbidang Pengembangan  Kompetensi Inti  Jabatan
Administrasi Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar,
dengan tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana
penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan
dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi,



serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi
jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan
konkuren wajib non pelayanan dasar.

. Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti  Jabatan
Administrasi Perangkat Daerah Penunjang dengan tugas
membantu bidang dalam rangka melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar
perangkat pembelajaran  pemerintahan dalam negeri,
penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta
pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan
administrasi perangkat daerah penunjang.

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan
Fungsional

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan
Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
rangka melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana,
pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengembangan kompetensi umum dan
pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan
konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum,
serta jabatan fungsional.

Bidang Pengembangan Teknis Umum dan Fungsional terdiri

dari :

a. Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan
Administrasi dengan tugas membantu Bidang dalam rangka
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran
pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan



pengembangan kompetensi, serta pembinaan,
pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pengembangan kompetensi umum dan urusan
pemerintahan umum bagi jabatan administrasi.

b. Subbidang Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan
Administrasi dengan tugas membantu Bidang dalam rangka
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran
pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan
pengembangan kompetensi, serta pembinaan,
pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pengembangan kompetensi pilihan bagi jabatan
administrasi.

c. Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional, dengan tugas membantu bidang dalam rangka
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran
pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan
pengembangan kompetensi, serta pembinaan,
pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan bagi jabatan fungsional.

f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam rangka melaksanakan
penyusunan  kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan,
pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan
struktural, kepemimpinan, dan prajabatan.



Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial terdiri dari :

a.

Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,
dengan tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana
penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan
dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi,
serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi
pimpinan daerah.

Subbidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Struktural,
dengan tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan
penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana
penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan
dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi
umum, inti, pilihan, dan urusan pemeritahan umum, serta
pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi bagi
jabatan struktural.

Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan
Prajabatan dengan tugas membantu Bidang dalam rangka
melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi,
serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi
kepemimpinan dan prajabatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Jambi, adalah Kelompok
Widyaiswara.



Jabatan Fungsional

Widyaiswara adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang

untuk melaksanakan proses pembelajaran bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non

PNS/ASN melalui

proses pengembangan sumber daya

manusia pada pada Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Jambi

2.2. Sumber Daya BPSDM Provinsi Jambi

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting

yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para

pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha

tersebut.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi,

memiliki sumber daya manusia sebanyak 103 orang, yang terdiri dari

86 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 17 Orang Pegawai Tidak

Tetap/Pegawai Kontrak Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM)

Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
Keadaan : Desember 2016

Kerja

15

17

. . Golongan IV Golongan llI Golongan Il Golongan |
No Unit Kerja Total
Lk [ Pr|Jih | Lk [ Pr [ Jih | Lk | Pr | JIh | Lk | Pr | JlIh
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14 15
1 Pejabat
Struktural 7 1 8 6 3 9 0 0 0 0 0 0 17
2 Pejabat
Fungsional 6|4|10|6|4a|10]0flo]o|lo|lo] o] 20
Tertentu
(Widyaiwara)
3 | Pelaksana/fung | 5| 4 | g | 1220|323 |7 [10]1]|0]| 1| 4
sional Umum
4 CPNS (Capeg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pegawai Kontrak

17

JUMLAH

18

24

24

27

51

18

27

103




2.3. Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi Jambi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi
yang sebelumnya berperan sebagai Instansi Penyelenggara
Pendidikan dan Pelatihan dengan tugas pokok menyelenggarakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik di Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terus menerus
berupaya memantapkan peran sebagai Instansi penunjang tugas
pemerintahan daerah.

Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jambi; yang sampai dengan akhir tahun 2016 memiliki
nomenklatur sebagai Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Provinsi Jambi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas SDM Penyelenggara diklat,
melalui berbagai pendidikan dan pelatihan MOT dan TOC

2. Peningkatan kualitas tenaga widyaisawara, melalui berbagai
kegiatan TOT

3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana baik untuk proses
belajar/mengajar maupun untuk penyelenggaraan,

4. Peningkatan kualitas sistem manajemen mutu diklat aparatur
yang telah membuahkan sertifikat akreditasi Diklatpim dan Diklat
Prabatan dari LAN Rl

Peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Jambi, lebih nyata ditunjukkan dalam berbagai program dan

kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, agar tetap eksis

memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan SDM Aparatur.

Kontribusi nyata tersebut tentunya dimaksudkan dalam rangka

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik, yang sejak tahun 2011

sampai dengan tahun 2016 tercatat telah melaksanakan pendidikan

dan pelatihan sebagaimana tergambar pada tabel dihalaman berikut:



Tahun 2011

No Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta
1 | Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil 304 Orang
2 | Kepemimpinan Tingkat IV (empat) 40 Orang
3 | Kepemimpinan Tingkat Ill (tiga) 160 Orang
4 | Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 60 Orang
5 | Teknis Penatausahaan Barang/Asset Daerah 60 Orang
6 | Teknis Penata Usahaan Keuangan Daerah 30 Orang
7 | Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah 30 Orang
8 | Manajemen Pemerintahan Desa 100 Orang
9 | Training Of Trainer Outbond 30 Orang
10 | Training Of Course bagi Pelaksana Diklat 30 Orang
11 | Manajemen Of Training Diklat Pim Tingkat 1V 30 Orang
12 | Analisis Kebutuhan Diklat 30 Orang
13 | Penyusunan Perencanaan Pembangunan 30 Orang
14 | Orientasi ESQ / HI bagi Aparatur 500 Orang
15 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 30 Orang
16 | Pejabat Pembuat Akta Tanah 30 Orang
17 | Keprotokolan 30 Orang
Jumlah 1.524 Orang
Tahun 2012
No Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta
1 | Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil 376 Orang
2 | Kepemimpinan Tingkat I (tiga) 87 Orang
3 | Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 30 Orang
4 | Manajemen Pemerintahan Sekretaris Desa 30 Orang
5 | Manajemen Pemerintahan Kelurahan 30 Orang
6 | Training Of Trainer Penatausahaan Asset Daerah 30 Orang
7 | Manajemen Of Training Pengelolaan Diklat 30 Orang
8 | TOT Penyusunan Modul Kediklatan 30 Orang
9 | Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja 91 Orang
10 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 30 Orang
11 | Manajemen Penyidik Pegawai Negeri Sipil 30 Orang
12 | Kompetensi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 78 Orang
13 | Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 30 Orang
14 | Teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 82 Orang
15 | Teknis Operator Komputer 30 Orang
16 | Seminar Peningkatan Kinerja Aparatur 100 Orang
Jumlah 1.144 Orang
Tahun 2013
NO Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta
1 | Prajabatan bagi Calon pegawai Negeri Sipil 31 Orang
2 | Kepemimpinan Tingkat 1V (empat) 40 Orang
3 | Kepemimpinan Tingkat Il (tiga) 156 Orang
4 | Teknis Penatausahaan Asset/Barang Daerah 30 Orang
5 | Teknis Penatausahaaan Keuangan Daerah 30 Orang
6 | Manajemen Pemerintahan bagi Sekretaris Desa 30 Orang
7 | Training Of Course / Pengelola Pelatihan 30 Orang
8 | Satuan Polisi Pamong Praja 40 Orang
9 | Analisis Jabatan 30 Orang
10 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemda (P2UPD) 30 Orang

Jumlah

447 Orang




Tahun 2014

No Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta
1 | Prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil 231 Orang
2 | Kepemimpinan Tingkat IV (empat) 30 Orang
3 | Kepemimpinan Tingkat Ill (tiga) 30 Orang
4 | Teknis Penatausahaan Asset/Barang Daerah 30 Orang
5 | Teknis Penatausahaaan Keuangan Daerah 30 Orang
6 | Gladi Manajemen Kepala Desa 30 Orang
7 | Teknis Penatausahaan Kegiatan SAMISAKE 30 Orang
8 | Manajemen Kompetensi Pemerintah Kecamatan 30 Orang
9 | Monitoring dan Evaluasi Program Diklat 30 Orang
10 | Satuan Polisi Pamong Praja 30 Orang
11 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemda (P2UPD 40 Orang
12 | Penilai Angka Kredit jabatan Fungsional P2UPD 40 Orang
13 | Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 30 Orang
14 | Teknis / Operator Komputer 30 Orang
15 | Penerapan Standar Pelayanan Minimal 30 Orang
16 | Kewirausahaan PNS jelang Pensiun 30 Orang
17 | Teknis Penyusunan LAKIP 30 Orang
18 | Penyusunan Karya Tulis limiah bagi Guru 30 Orang
19 | Seleksi Calon Peserta PIM IV dan Pim I 500 Orang
Jumlah 1.221 Orang
Tahun 2015
No Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta
1 | Kepemimpinan Tingkat IV dan Pim Tikt. I 165 Orang
2 | Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil 375 Orang
3 | Teknis Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 30 Orang
4 | Teknis Pengelolaan Asset Daerah 30 Orang
5 | Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 149 Orang
6 | Teknis Kewirausahaan Jelang Pensiun 30 Orang
7 | Pengembangan Lembaga Sertifikasi 80 Orang
8 | Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 30 Orang
9 | Bintek Penata Usahaan Keuangan Daerah 60 Orang
10 | Bintek Penyusunan Renstra 65 Orang
11 | Diklat Dasar-Dasar Mengajar Bagi Aparatur 30 Orang
Diklat Manajemen Of Training (MOT) bagi Aparatur
12 dilingkungarjw Pemerintah Pro%i(nsi Ja)mbig 30 Orang
Diklat Kehumasan bagi Aparatur dilingkungan
13 Pemerintah Provinsi Jgamtp))i o 30 Orang
Diklat Penulilsan karya ilmiah bagi guru,Kepala dan
14 | Pengawas Sekolah dilingkungan Pemerintah 30 Orang
Provinsi Jambi
Diklat Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
15 | bagi Guru,Kepala dan Pengawas Sekolah 30 Orang
dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
Bimtek Analisis Kepegawaian bagi Aparatur
16 dilingkungan Pemerin%ah ProvinsigJambi 50 Orang
Bimtek Perhitungan Angka Kredit Jabatan
17 | Fungsional bagi Aparatur ( Guru SMP, SMA dan 40 Orang
SMK) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
18 | Gladi Manajemen Kepala Desa 30 Orang




19 | Manajemen Aparatur Kecamatan 30 Orang
20 | Penyusunan dan Penerapan SPM 30 Orang
21 | Manajemen Kompetensi Sekretaris Kelurahan 30 Orang
22 | Pejabat Pelaksana Penataan Batas Wilayah 30 Orang
Jumlah 1.444 Orang
Tahun 2016
No Jenis Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Peserta
1 | Diklat Kepemimpinan Tk. IlI 80 Orang
2 | Diklat Kepemimpinan Tk. IV 39 Orang
3 | Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah 40 Orang
4 | Diklat Teknis Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis 90 Orang
Akrual
5 | Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 85 Orang
6 | Diklat Teknis Kewirausahaan Jelang Pensiun PNS 30 Orang
7 | Diklat Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS dan 30 Orang
Penyusunan SKP
8 | Diklat Teknis Penataan Ruang dan Manajemen 30 Orang
Lahan Perkotaan
9 | Diklat Teknis Perencanaan dan Penganggaran 40 Orang
Responsif Gender
10 | Diklat Gladi Manajemen Kepala Desa 30 Orang
11 | Diklat Manajemen Tingkat Kecamatan 30 Orang
12 | Diklat Penyusunan dan Penerapan SPM 30 Orang
13 | Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Lurah 30 Orang
14 | Diklat Pejabat Pembuat Akta Tanah 30 Orang
15 | Diklat Peningkatan Kapasitas Polisi Pamong Praja 30 Orang
16 | Diklat Analis Kepegawaian bagi Aparatur 30 Orang
17 | Diklat Assesor 30 Orang
18 | Diklat Keprotokolan 30 Orang
19 | Diklat Penulisan Karya Tulis limiah bagi Guru 30 Orang
20 | Diklat Fungsional Polisi Pamong Praja 30 Orang
Jumlah 794 Orang

Lebih lanjut mengenai kinerja pelayanan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Provinsi Jambi untuk periode tahun 2011 s.d 2015 sebagaimana tertera

pada tabel berikut ini :



Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2011 - 2015

(Lampiran T.IV.C.2. Permendagri No.54/2010)

No

Indikator
Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi
Bandiklatda

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
(11) (12) (13) (14) (15) (11) (12) (13) (14) (15) (11) (12) (13) (14)

(15)

(1)

(&)

3 (4) (5 (6) (7) (8 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(17)

Terlaksananya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Bandiklatda

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Tersedianya
sarana dan
prasarana
Bandiklatda yang
memadai

27 40 34 63 49 27 40 34 63 49

Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket Paket 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Terwujudnya
peningkatan
disiplin aparatur
Bandiklatda

80 stel | 85 stel | 85 stel l?e? l?e? 79 stel | 83 stel | 82stel | 88stel | 90 stel | 98,75 % | 97,64 %

96,47

% 88 %

90 %

Terwujudnya
peningkatan
kapasitas SDM
aparatur
Bandiklatda

14

org 10o0rg | 100org | 320rg | 200rg | 14o0rg | 100org | 100rg | 320rg | 20 org 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

Terwujudnya
peningkatan
kapasitas SDM
aparatur
pemerintah
Provinsi Jambi

1524

PNS 1.114 447 1.270 1.444 1.518 1.070 447 1.221 1.444

PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNS | PNs | pns | 9960% | 96,05% | 100% | 96,14 %

100 %




Untuk tahun 2016, Capaian Pengukuran Kinerja Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi (yang waktu itu merupakan Badan

Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi) dituangkan dalam tabel

berikut ini :

Capaian Kinerja
Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi

yang memadai

pelaksanaan
diklat aparatur

Tahun 2016
No Sasaran T Target | Realisasi Persen_tase
Sasaran Capaian
Meningkatnya | Peserta diklat
kompetensi yang dinyatakan
aparatur telah selesai dan 0 0 0
1 Imelalui dikiat | lulus  dengan | 2% | 94,24% | 99.20%
sesuai dengan | nilai kompetensi
kebutuhan baik
Peserta diklat
: yang
gjer;];)ne%katggsa menyatakan
2. kediklatan puas terhadap| 90 % 80,90 % 89,88 %
pelayanan

Dapat dilihat bahwa
capaian kinerja organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

telah dilakukan peningkatan terhadap pengukuran

Provinsi Jambi dimana bila sebelumnya indikator kinerja utama dilihat dari

jumlah peserta yang mengikuti diklat, maka untuk tahun 2016 indikator

kinerja utama dilihat dari presentase peserta diklat yang lulus minimal nilai

baik dan presentase peserta diklat yang minimal puas terhadap pelayanan

pelaksanaan diklat.




Pencapaian Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 :

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

No 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 16 17 18 19
1 Persentase Peserta 98, |95 | 94,99 103 | 98, | 102
Pengembangan SDM yang
dinyatakan telah selesai dan lulus % | % 9 % %9 100 37 %
dengan nilai minimal baik
2 Persentase Peserta Lulus Uji 7 79 73 | 74 75 0 0
Kompetensi
3 Peserta Pengembangan SDM yang 89, |98, | 81,53 112 | 121 | 148
menyatakan minimal puas terhadap
pelayanan pelaksanaan 80 | 81 82 83 84 8 |88 |57
pengembangan SDM Aparatur

Jambi, Februari 2019
KEPALA BADAN

H.M ISKANDAR NASUTION, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/lV/c
NIP. 19650331 199403 1 006
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BAB III

ISU - ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi

Dimensi manusia dalam reformasi administrsi menjadi peran
penting dalam kesempurnaan di birokrasi pemerintahan. Dimana,
dalam dimensi manusia terdapat tiga komponen yang harus
dilakukan suatu pembaharuan sehingga menghasilkan birokrasi yang
kolaboratif dan berorientasi pada human skill. Tiga komponen
tersebut yakni; organisasi, kelompok, dan individu.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM aparatur yang ada sangat
jauh dari apa yang diharapkan. Banyak yang mengatakan SDM
aparatur saat ini menunjukkan profesionalisme rendah,
banyaknya praktek KKN yang melibatkan aparatur, tingkat gaji
yang tidak memadai, pelayanan kepada masyarakat yang
berbelit-belit, hidup dalam pola patronklien, kurang kreatif dan
inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta mungkin
masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan
bahwa aparatur masih lemah.

Dengan meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur
pemerintah, diharapkan kemajuan dapat dicapai, termasuk di
dalamnya pemberian pelayanan publik yang prima kepada
masyarakatnya.

Pelayanan Publik dewasa ini menjadi isu strategis dan
sekaligus merupakan gambaran masyarakat terhadap kualitas
kinerja birokrasi pemerintah yang memiliki implikasi luas pada
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sejalan dengan
diterbitkannya dan diberlakukannya berbagai regulasi antara lain
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, maka perbaikan kinerja pelayanan aparatur yang
berkelanjutan perlu terus ditingkatkan sehingga akan mendorong
terciptanya iklim kondusif bagi kegiatan penyelenggaraan pelayanan
manajemen pemerintahan yang pada gilirannya akan memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat.

Selain itu, perbaikan kinerja pelayanan bidang aparatur juga
akan berdampak pada tumbuhnya kepercayaan (frust), dan
legitimasi terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jambi sehingga
mampu memberikan daya dukung peningkatan partisipasi
masyarakat. Hal ini mengingat bahwa peningkatan kualitas
pelayanan khususnya pelayanan aparatur yang berkualitas
merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan paradigma
dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang berpihak
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. Gambaran Umum
Secara akumulasi jumlah Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Provinsi Jambi, sampai bulan April 2016, dapat dilihat pada tabel

halaman berikut :



DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL / APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
(Berdasarkan Golongan dan Eselonisasi)

KONDISI APRIL 2016

GOLONGAN | GOLONGAN I GOLONGAN I GOLONGAN IV JUMLAH
L P JLH L P JLH L P JLH L P JLH
48 27 75 832 | 513 | 1.345 | 2.233 | 2.272 | 4.505 | 465 | 197 662 6.587
ESELON | ESELON 1l ESELON Il ESELON IV ESELON V JUMLAH
L | P | JLH L P JLH L P JLH L P JLH | L | P |JLH
0 1 1 44 7 51 206 57 263 | 448 | 230 678 | 0 | 1 1 994

Data BKD Prov.Jambi. April 2016
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Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana terdaftar

pada tabel, perlu terus diamati dan disikapi sejalan dengan berbagai

permasalahan dan isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat

antara lain dalam hal :

Perencanaan PNS yang komprehensif, integrated dan berbasis
kinerja,

Rekruitmen pengadaan PNS sesuai kebutuhan riil;

Penempatan PNS yang berdasar pada kompetensi jabatan;
Pengembangan pegawai yang berdasarkan pola pembinaan
karier;

Sistem penilai kinerja yang obyekiif;

Kenaikan pangkat dan jabatan yang berdasarkan prestasi kerja
dan kompetensi;

Diklat PNS yang berorientasi dalam meningkatkan kompetensi;
Sistem kompensasi yang berdasarkan pada prestasi kerja;
Sistem renumerasi yang didasarkan pada tingkat kelayakan
hidup;

Sistem terminasi PNS yang tertata secara komprehensif;
Penetapan peraturan disiplin pegawai yang dilaksanakan
secara konsisten dan konsekuen;

Prinsip netralitas PNS dalam berpolitik yang sepenuhnya
dijunjung tinggi;

2. Perubahan sistem atau dimensi pada sumber daya aparatur.

Reformasi telah melahirkan berbagai perubahan dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah perubahan

sistem pemerintahan daerah sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun

1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan



dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan terbitnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut telah menggeser paradigma
pelayanan, dari yang bersifat sentralistis ke desentralistis dan
mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan mendasar guna
mewujudkan SDM aparatur yang profesional yaitu dengan pembinaan
karir Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan atas dasar perpaduan
antara sistem prestasi kerja dan karir yang dititikberatkan pada sistem
prestasi kerja yang pada hakekatnya dalam rangka peningkatan
pelayanan publik.

Program reformasi aparatur yaitu penguatan program
akuntabilitas kinerja. Hasil yang ingin dicapai, untuk meningkatkan
akuntabilitas instansi pemerintah ataupun adanya peningkatan
kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja. Diharapkan, dalam evaluasi
ini kinerja terus meningkat. Bila grafik kinerjanya menurun, harus
dapat perhatian dari SKPD dan mencari penyebab penurunan
tersebut pemerintah daerah melakukan perubahan dari paradigma
kerja menjadi kinerja.

3. Arah Kebijakan/Upaya Menciptakan Sumber Daya Aparatur yang
Efektif
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis
Kompetensi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan



Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pengembangan

kompentensi aparatur dilakukan dalam suatu sistem yang saling

berkaitan dengan komponen-komponen sebagai berikut :

1.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pemerintahan Dalam
Negeri , yang selanjutnya disebut KKNIPDN merupakan kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,
menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan,
bidang pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman kerja dalam
ranngka pemberian pengakuan kompetensi kerja di lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang disusun
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

. Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam

Negeri yang selanjutnya disingkat SK3SAPDN adalah rumusan
kemampuan kerja aparatur yang mencakup aspek pengetahuan,
keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang
diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara
profesional di bidang urusan pemerinahan dalam negeri yang
ditetapkan oleh Meneri. SK3APDN dinyatakan dalam bentuk
pernyataan hasil di tempat kerja dengan mendefinisikan
pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja dan penerapan
yang dibutuhkan untuk semua pekerjaan pada bidang, sub bidang
dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung
jawab  Pemerintah, @ Pemerintah  Daerah  Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi, untuk memenuhi
kesenjangan penguasaan kompetensi oleh para aparatur. Diklat
ini menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang
mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan



standar yang ditetapkan dan persyaratan kerja di Lingkungan

Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

4. Uji Kompetensi dan Sertifikasi berbasis kompetensi, untuk
memastikan penguasaan kompetensi yang hasilnya menjadi
dasar pemberian sertifikat kompetensi kerja. Proses ini disebut
sertifikasi kompetensi kerja, yang merupakan proses pemberian
sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan
objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan
SK3APDN, SKKNI dan/atau standar internasional.

Keempat komponen di atas dilakukan secara berkesinambungan
dalam suatu sistem yang ditata dalam dua kerangka strategi strategis
yakni pembinaan dan penyelenggaraan. Bentuk strategi pembinaan
diterapkan secara simultan yang meliputi desentralisasi penyelenggaraan
diklat, optimalisasi kontrol bersama terhadap kompetensi, penerapan total
quality management. Sementara bentuk strategi penyelenggaraan
diarahkan untuk mengisi kompetensi peserta sesuai yang dipersyaratkan
oleh jabatannya.

Manajemen Sumber Daya Aparatur adalah suatu rangkaian
kegiatan atau pekerjaan yang diarahkan pada tujuan fasilitas dan
perencanaan sistematis kepegawaian dalam organisasi pemerintahan.
Pada era globalisasi seperti saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM)
merupakan komponen penting yang akan menentukan keunggulan suatu
organisasi/institusi termasuk Pemerintah Provinsi Jambi berusaha untuk
meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur yang dimilikinya agar
dapat menjadi pengelola pemerintahan yang mampu memuaskan dalam
melayani masyarakatnya.

Tanggung jawab dalam upaya pengembangan Sumber Daya
Manusia Pemerintahan Provinsi Jambi antara lain berada pada Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Oleh karena itu



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam
menyelenggarakan pengembangan SDM Aparatur harus terus berusaha
untuk dapat memenuhi kebutuhan institusi pengguna dengan memberikan
pelayanan terbaiknya. Untuk itu Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Jambi harus menjaga kualitas pelaksanaan
pengembangan SDM  Aparatur dan  menyesuaikan  kegiatan
pengembangan SDM Aparatur dengan kebutuhan unit institusi pengguna
melalui identifikasi gap kompetensi, proses pengembangan kompetensi,
pelaksanaan uji kompetensi serta evaluasi dan penyempurnaan proses
pengembangan kompetensi yang dilaksanakannya secara
berkesinambungan melalui sistem Pengembangan SDM Aparatur

Pemerintahan Dalam Negeri Berbasis Kompetensi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi menghadapi berbagai tantangan
dan peluang yang secara rinci dapat diuraikan pada aspek-aspek berikut:
1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi belum
sepenuhnya mampu melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai
kebutuhan institusi pengguna.

2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang terkait
dengan:

- Instruktur yang menguasai Teknologi Informasi
- Teknis penyusunan kurikulum dan bahan ajar

3. Belum ada tim validasi pendidikan dan pelatihan yang berfungsi
untuk menguji kelayakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan, termasuk menguji kompetensi peserta output diklat.

4. Belum ada tim khusus yang menangani masalah penyempurnaan

dan pengembangan pendidikan dan pelatihan.



5. Sarana dan Prasarana yang mendukung teknologi informasi masih
sangat terbatas sehingga proses penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan berbasis teknologi informasi belum terlaksana dengan baik.

6. Masih terbatasnya buku-buku referensi yang berhubungan dengan
kajian-kajian ilmiah tentang layanan publik oleh aparatur

7. Semakin terbuka kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan
dan pelatihan bagi aparatur pemerintah.

8. Masih ada institusi/lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan tidak  terintegrasi/berkoordinasi dengan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi.

9. Terbatasnya Widyaiswara yang berkompetensi sesuai kebutuhan /
kurikulum pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan.

10. Adanya pemahaman bahwa output pendidikan dan pelatihan belum
merupakan solusi pemecahan masalah kinerja organisasi/SKPD.

11. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan
PNS/ASN mengikuti program kediklatan.

12. Terbinanya jejaring kerja dengan lembaga Diklat di Pusat maupun di
Kabupaten/Kota untuk mensinergikan pengelolaan program
kediklatan.

3.2. Tela’ahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah
RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 8 Tahun 2008



tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam
perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang
telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat
kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016 —
2021, yaitu :

Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil ,Sejahtera
(TUNTAS)
Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam)

Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 vyaitu sebagai

berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang bersih,
transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada
pelayanan publik ;

2. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik,
berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender ;

3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat

beragama dan jaminan kepastian hukum



4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan
ekonomi yang didukung oleh penerapan Ilimu Pengetahuan,
Teknologi dan Inovasi (iptekin) berwawasan lingkungan

5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum,
pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan
berkelanjutan;

6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat..

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, menempatkan
pembangunan di bidang aparatur tersirat untuk mendukung Misi ke-1
(satu ) yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang
bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada
pelayanan publik’.

Dalam upaya mewujudkan Misi ke-1 (satu ) tersebut yang
diuraikan pada sasaran-sasaran pembangunan, terdapat faktor
penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Jambi yang terkait dengan Visi, Misi Gubernur
dan Wakil Gubernur, yang jika dirangkum penghambat dan pendorong
dimaksud antara lain sebagaimana diuraikan pada tabel di halaman
berikut :



VISI Jambi yang Tertib, Unggul,Nyaman,Tangguh,Adil dan
Sejahtera
o Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang
Misi ke-1 bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang
berorientasi pada pelayanan publik
S 1 Permasalahan Faktor
asaran-
Peéa}gsgan Penghambat Pendorong
Penyelenggaraan | Kebijakan tentang Melakukan kajian-
Diklat Aparatur pendidikan dan kajian terhadap
belum pelatihan ASN/PNS | kebijakan diklat
sepenuhnya yang cenderung aparatur dan
berbasis terjadi stagnasi, menyampaikan
kompetensi padahal terjadi hasil
sesuai kebutuhan | perubahan dalam rekomendasinya
yang nyata peraturan ke instansi pusat
perundang-
Meningkatnya undangan yang
Kualitas meru.pakan -
T konsideran dari
Kompetensi kebijakan dimaksud
dan Kinerja 1. Kompetensi Kebijakan Uji 1. Pembentukan/
Aparatur aparatur yang | Kompetensi (Fit and Pengembanga
Pemerintah belum Propertest) bagi n Lembaga
Daerah dan berstandart Aparatur sebelum Sertifikasi
Desa 2. Masih banyak | menduduki jabatan Profesi (LSP)
uraian belum optimal 2. Pengembanga
tugas/job dilaksanakan n jabatan
description Fungsional
yang tidak Assesor
sesuai dengan
kompetensi
3. Sertifikasi
Kompetensi
Aparatur
belum
diberlakukan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dan dikaitkan
dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka



beberapa permasalahan pelayanan dan jika diuraikan lebih rinci yang

sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara

lain:

Terbatasnya data dan informasi kompetensi yang dimiliki dan
dibutuhkan aparatur untuk menunjang tugas pokok dan
fungsinya di SKPD tempat bertugas.

Rendahnya motivasi Aparatur untuk mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jambi

Terbatasnya fasilitas / sarana prasarana penunjang kediklatan
yang ada pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jambi

Terbatasnya Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Jambi jika dilihat dengan mata latih
pada setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan pada masing-masing Bidang.
Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan
peningkatan kompetensi aparatur.

3.3. Tela’ahan Renstra Kementerian/Lembaga

Agenda Pembangunan Nasional disusun sebagai penjabaran dari

Nawa Cita, yaitu :

1.

Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;

. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya ;

. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan ;



4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya ;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia ;

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan dahya saing di pasar
internasional ;

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-
sektor strategis ekonomi domestic ;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa ;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social

Indonesia

Jika mencermati uraian Agenda Pembangunan Nasional Tahun
2015-2019, maka keberadaan dan peran Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi sangat erat keterkaitannya
terutama dalam hal Agenda Nawa Cita yang kedua, vyaitu
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya.

Dalam rangka membangun agenda tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, Pemerintah telah
menyusun 5 Sub Agenda prioritas, yaitu :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan
publik;

2. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam Politik
dan Pembangunan;

3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;

4. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi
Nasional



5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam proses pengambilan
kebijakan Publik.

Pada Sub Agenda ketiga, yaitu Membangun Transparansi
dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. sasaran yang ingin
diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam
setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
ditandai dengan terwujudnya :

- sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah

- meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi
pemerintah;

- makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung
manajemen birokrasi secara modern ;

- meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi

pemerintah.

Pada Sub Agenda Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan, Arah Kebijakan dan Strategi yang akan ditempuh
Pemerintah adalah :

1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintahan secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik
yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan
kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan
pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dam
pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.

2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses
pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, dan
transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi,



antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur
kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-
government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem
pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog
elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

3. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang terbuka, parsitipatif
dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta
pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
Strategi pelaksanaannya  ditempuh antara lain: Pembentukan
Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap
badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang
keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam webside
masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam
menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
pengembangan system publikasi informasi proaktif dan interaktif
yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating
Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan sistem dan Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan
karya-karya fotografi Indonesia.

Arah kebijakan rencana pembangunan nasional sebagaimana
yang tertuang pada agenda “NAWA CITA” dan jika mengamati
Sasaran RPJM Tahun 2015-2019 Kementerian dan Lembaga yang

terkait, antara lain :

a. Sasaran Kementerian Dalam Negeri :
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan,ketatalaksanaan, analisis
jabatan dan pelaporan kinerja Kementerian Dalam Negeri dan



Pemerintah  Daerah, tersedianya peraturan pemerintah
pengganti PP No.41 Tahun 2007 dan peraturan
pelaksanaannya dalam rangka efektifitas dan efisiensi
penerapan SPM serta harmonisasi perundang-undangan sektor
dalam pembentukan organisasi sektor di daerah,;

2. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pembangunan,
Kependudukan dan Keuangan daerah yang berkualitas;

3. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Pemerintah Daerah yang berkualitas.

b. Sasaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) :
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil

Negara melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Sasaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB :
1. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan
berkinerja tinggi.

d. Sasaran Misi ke-1 Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-
2021 :

1. Meningkatnya Kualitas, Kompetensi dan Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah dan Desa
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Mencermati sasaran Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah
Daerah Provinsi Jambi tersebut, maka pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) Aparatur di daerah, perlu diprioritaskan kepada upaya :
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. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja

. Pembentukan dan Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Profesi

Pemerintah Daerah (LSP-Pemda)

. Pembentukan dan Operasionalisasi Tempat Uji Kompetensi (TUK)

. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi

. Penyusunan modul-modul pengembangan SDM Aparatur

. Penyelenggaraan Pengembangan SDM Aparatur yang berorientasi

Kompetensi

7. Peningkatan kooordinasi pengembangan SDM Aparatur

8. Peningkatan kerjasama penyelenggaraan pengembangan SDM

Aparatur



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Memperhatikan visi, misi, Gubernur Jambi tahun 2016-2021
serta diselaraskan dengan Agenda NAWACITA dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 —
2019 di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi, menetapkan
Rencana Program dan Kegiatan serta indikatif pendanaan yang
dituangkan pada tabel halaman berikut :



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF (dalam ribuan)

(Tabel.T-IV.C.28 /35 Lampiran Permendagri 54/2010)

Data Kondisi Kinerja
Indi N capaian Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Akhir Periode
. ndikator kinerja
Tui Sasaran Indikator Taraet Progra.m dan roaram dan pd Renstra SKPD
juan S ] prog
asaran Kegiatan keaiatan tahun
9 awal 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(2015)
Targ Rp Tar Targ Tar
ot Target Rp get Rp ot Rp Target Rp Target Rp get Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
URUSAN
BIDANG
KEPEGAWAIA
N
Mengembangk Meningkatnya | Peserta PROGRAM: Persentase
an Sumber daya |diklat yang 85% Keterlaksana
ge'emb?gaa” pengembang | menyatakan ® | Pelayanan an Kegiatan 100% | 100% | 3.088 100% | 3788332 | 90 | 4313332 | 100% | 4440000| 100% | 4550000 100% | 4560000 | 100 | 2473948
ebagai pusat [an SDM Puas Administrasi Pelayanan % % 0
pengembangan |Aparatur yang | terhadap Administrasi
SDM aparatur [memadai  [pelayanan diklat Perkantoran Perkantoran
Kegiatan 1 : % kebutuhan benda
Penyediaan pos materai,
,Jwasasu’at perangkodanbenda | 450, | 4009 | 35000 | 100% 30000 | "% 30000 | 100% | 35000 | 100% | 35000 | 100% | 35000 | %0 | 200000
enyurat pos guna % %
pengelolaan surat-
surat dinas
Kegiatan 2 : % kebutuhan biaya
Penyediaan untuk pembayaran
f(asa . telepon, ar, lstrik 100% | 100% | 972000 | 100% | 1100000 | "% | 1300000 | 100% | 32000 | 4005 | 135000 1 yo00 | 1350000 | 190 | 7.302.000
omunikasi, dan internet kantor % 0 0 %
Sumber Daya guna mendukung
Air dan Listrik kelancaran tugas
Kegiatan 3 : % Terlaksananya
Penyediaan kegiatan
Jasa Kebersihan | penyediaan tenaga
Kantor gfamnek'g‘;[f‘fﬂ?:fw 100% | 100% | 450000 100% 400.000 1%0 500.000 | 100% | 550.000 | 100% | 570.000 | 100% | 580.000 1%0 3.050.000
jasa kebersihan
kantor
—g—ﬁe latan 4 % Jenis alat tulis 100% | 100% | 175000 | 100% 158332 | ' | 158332 | 100% | 160000 | 100% | 165000 | 100% | 165000 | 'O | o81.665
enyediaan alat kantor yang tersedia % %




tulis Kantor

guna mendukung
kelancaran tugas

5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kegiatan 5 : % Jenis barang
Penyediaan cetak dan
Barang Cetakan | penggandaan guna 100% 100% | 100.000 100% s5000 | 100 60.000 100% | 60.000 | 100% | 60.000 | 100% 60.000 1001 395000
dan mendukung ’ ’ : ’ : % : ? : ? : ’ : % :
Penggandaan kelancaran tugas
kedinasan
Kegiatan 6 : % Jenis komponen
Penyediaan instalasi
Komponen listrik/penerangan
:_’}:Iﬁb;‘enemng ﬁ:&”{;‘gndgmor 100% 100% | 90.055 100% 120.000 1%0 135000 | 100% | 135000 | 100% | 135000 | 100% | 135000 1%0 750.055
an Kantor guna mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Kegiatan 7 : % Jumlah surat
Penyediaan kabar, majalah dan
bahan Bacaan buku kepustakaan
‘F’,Z’r‘uizraarfgfa” gg:;;;?::kung 100% 100% | 50.000 100% 40.000 1%0 55.000 100% | 55000 | 100% | 60.000 | 100% 60.000 1%0 320.000
undangan pengetahuan
pegawai dan
peserta diklat
Kegiatan 8 : % Jumlah
Penyediaan kebutuhan makanan
Makanan dan dan minuman rapat
Minuman ;ﬁ:ﬁnf‘;nkf‘a”rﬁﬂ dan 100% 100% | 151.000 | 100% 210.000 1%0 230000 | 100% | 230000 | 100% | 230.000 | 100% | 230.000 1%0 1.281.000
kedinasan guna
mendukung
kelancaran tugas
Kegiatan 9 : % Tingkat
Penyediaan pemenuhan
g,zsnadlzz‘sga ggl’;ir::;;“kzsgifn 100% 100% | 127581 100% 300.000 1%0 350.000 100% | 350.000 | 100% | 350.000 | 100% | 350.000 1%0 1.827.581
Administrasi/Tek | pengelola keuangan
nis Perkantoran SKPD
Kegiatan 10 : % Tingkat
Pelayanan pemenuhan
Pelayanan honorarium panitia
Administrasi pengadaan 100 100
Barang barang/jasa, panitia 100% 100% | 237.179 100% 60.000 60.000 100% 60.000 100% 60.000 100% 60.000 537.179

pemeriksa hasil
pekerjaan, pengurus
dan penyimpan
barang SKPD




5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Kel iatan 11 : % Tingkat
Keikutsertaan keik
Rapat-Rapat rtoskiie 100 1,050.00 1100.00 60
Koordinasi/Kons | (P2 Fooidinash 100% | 100% | 700.000 | 100% 900000 | , | 1000000 | 100% | T 100% | Ty 100% | 1100000 | g | 5850.000
. . N o
ﬁltaSI/F}?en(]ﬁ('g Etl:n pendampingan dan
Dalam dan Luar undangan di dalam
Daerah dan luar daerah
Kegiatan 12 : % Jenis
Pelayanan dokumentasi dan 100 60
Dokumentasi, publikasi kegiatan 100 % 100% 100 % 55.000 o 60.000 100 % 60.000 100 % 60.000 100 % 60.000 Bin 295.000
" N 0
i?sl?gkw dan kantor
Kegiatan 13 : % Tingkat
Penyediaan pemenuhan
Pelayanan honorarium Tim o o o 100 N N N 60
Adminisirasi Angka Kredit, Tim 100 % 100% 100 % 40.000 % 50.000 100 % 50.000 100 % 50.000 100 % 50.000 Bin 240.000
Kepegawaian penjamin mutu
SKPD
Kegiatan 14 : % Jumlah
Penyediaan kebutuhan dan 100 60
Pelayanan honorarium tenaga 100 % 100% 100 % 170.000 o 175.000 100 % 175.000 100 % 175.000 100 % 175.000 Bin 870.000
Keamanan keamanan kantor ?
Kantor
Kegiatan 15 : % Jenis kebutuhan
Penyediaan peralatan dan
Jasa Peralatan | perlengkapan kantor | 4 g, 100% 100 % 150000 | "9 | 150000 | 100% | 150.000 | 100% | 150.000 | 100% 150.000 60 1 750000
dan guna menunjang ? ’ ? : % : ° : ° : ° : Bn :

perlengkapan
kantor

pelaksanaan kinerja




Indikator

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

. Sasara Indikator | Targ Program dan kinerja Dat.a I
Tujuan n Sasaran ot Kegiatan program capaian Kondisi Kinerja
9 dan pd tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Akhir Periode
kegiatan awal Renstra
(2016) Targ Rp Targ Tar- Tar Targ
ot ot Rp get Rp get Rp Target Rp ot Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM ; | Persentase
Peningkatan & axsanaan
Sarang dan Kegiatan . . Y 100 100 Y 100 | 1.500.00[ 100
Peningkatan 100% 100% 6.500.450 100 % 9.198.040 ", 3.539.640 9, 2.800.000 100 % 1.500.000 ”, 0 v, 25.038.130
Prasarana sarana dan ’ ° ° °
Aparatur prasarana
Kegiatan 1: JLIJmIah
Pembangunan Bangunan
Gedung / Sarana gedung kantor 8Jenis 3 N 12 12 1.000.00 } 12 } 12
Kantor guna Pekerjaan Paket 4.000.000 100 % 2.000.000 BIn 1.000.000 BIn 0 12 Bln BIn Bin 8.000.000
pelaksanaan
kinerja
Kegiatan 2 : Jumlah dan Jenis
Pengadaan kebutuhan f
Peralatan Gedung | pengadaan padens | 2 | 200000 [ 100% | 200000 | 2 | 200000 | 22| 200000 | 1280 | 200000 | A2 | 200 124500000
kantor peralatan ekernjaan axe! n n n n
gedung kantor
Kegiatan 3: Terlaksananya
Pengadazn pengadaan 46 Jenis 2 400000 | 100% | 200000 121 200000 | 2 | 200000 | 128 | 200000 | 12 | 2000 | 1214400000
Perlengkapan kantor | perlengkapan Pekerjaan Paket ’ ’ ’ Bin ’ Bin : . Bin 00 Bin T
gedung kantor
Kegiatan 4 : Jumlah bagian
Pemeliharaan gedung kantor
Rutin/berkala yang rusak
Gedung Kantor terperbaiki dan 8 Jenis 12 12 12 320.0 12
jumiah bagian Pekerjaan 12BIn 400.000 12 BIn 308.400 BIn 320.000 Bn 320.000 12 Bln 320.000 Bin 00 Bin 1.988.400
gedung kantor
yang kotor
terbersihkan
Kegiatan 5 : Jenis peralatan
Pemeliharaan kantor dan
Rutin/berkala rumah tangga 10 Jenis 12 12 12 350.0 12
Peralatan Kantor guna mendukung Pekerjaan 100 % 250.450 12 BIn 320.000 BIn 350.000 Bn 350.000 12 Bln 350.000 Bin 00 Bin 1.970.450
kelancaran tugas
kedinasan
Kegiatan 6: Terlaksananya
Rehabilitasi rehabilitasi
Sedang/Berat gedung kantor
Gedung kantor untuk kelancaran 21 Jenis 4 12 12 12 500.0 12
kegiatan Pekerjaan Paket 750.000 12 BIn 5.000.000 BIn 2.500.000 BIn 500.000 12 BIn 500.000 Bin 00 Bin 8.550.000
operasional pada
Bandiklatda
Provinsi Jambi




Kegiatan 7 :
Penyediaan Jasa

Jenis dan jumlah
pemeliharaan

Pemeliharaan kendaraan 50 Jeni 5 12 12 12 2696 12
Kendaraan dinas/operasiona enis .
Dinas/Operasional I quna Pekerjaan Unit 400.000 12BIn 269.640 Bin 269.640 Bin 269.640 12BIn 269.640 Bin 40 Bin 1.929.280
mendukung
kelancaran tugas
kedinasan
Tingkat
pemenuhan
Kegiatan 8 : kebutuhan
Penyediaar{ pemasa-
P ngan/penggantia 0 N 100 100 o 100 100
emasangan n jaringan 100 % 100.000 100 % 200.000 o 100.000 y 100.000 100 % - o - o 300.000
Jaringan Instalasi B J! lasi listrik 0 o ° °
Listrik Instalasi \.S ul
untuk kegiatan
kantor, belajar
dan asrama
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah dan
Kegiatan 9 : jenis Jasa
Penyediaan Jasa yang
Konsultansi dibutuhkan
Perencanaandan | guna 100 % 100 % 200.000 1‘20 100.000 10(/)0 100.000 100 % - 130 - 130 400.000
Pengawasan pelaksanaan ° ° ? ?
Rehab dan rehab dan
Pembangunan pembangunan
Kantor gedung kantor
Jumlah
kebutuhan
. engadaan
Kegiatan 10 : Eengaraan .
Eengadaa” A dinasioperasio | %" | 1009 100% | 700.000 100 500000 | % | 500000 | 100% - 100 - 10014 300,000
endaraan Dinas nal berua Pekerjaan % % % %
Operasional erup
mobil dinas
dan sepeda
motor
PROGRAM: Persentase
Peningkatan | Kehadiran 100% 100% |  150.000 100% 46.000 | 100% |  50.000 1001 52,000 100% s2000 | 100 | 5200 | 1001 445 000
Disiplin Kerja % % 0 %
Aparatur Pegawai
Kegiatan 1 : Jenis dan
Pengadaan jumlah
Pakaian Dinas pakaian dinas
yang
dibutuhkan 450 Steel 100 50.000 105 Org 105 105 52.000 105 Org - 105 - 105 102.000
guna Org Org Org Org Org
mendukung
disiplin

berpakaian




pegawai

Kegiatan 2 : Jenis dan
Pengadaan jumlah
Pakian pakaian dinas
Tradisional yang
Melayu Jambi dibutuhkan
guna gjorg 50.000 105 Org 46.000 ngg gjorg 105 Org 52.000 2)?3 - 2)?3 148.000
mendukung
disiplin
berpakaian
pegawai
Kegiatan 3 : Jenis dan
Pengadaan jumlah
pakaian batik pakaian dinas
Jambi yang
dibutuhkan
guna éOrO 50000 | 1050rg g]r"’ 50.000 éOrS 105 Org ; 2)?5 52(')00 2)?5 152.000
mendukung 9 9 9 9 9
disiplin
berpakaian

pegawai




5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM: Persentase
Peningkatan Pelaksanaan
Kapasitas ';99'.3‘3" 100% | 100% | 4000 | 190 | 400000 | 100% | 500000 | 100% | 800000 | g0, | 675000 | g, | 750000 | g0, | 3325000
Sumber eningkatan 00 %
Dava Kapasitas Sumber
i Daya Aparatur
Aparatur Internal
Kegiatan 1:
Bimbingan Terlatihnya Aparatur 150.0 | 20 25 25 25 25 135
Teknis / Diklat Internal 700rg | 20 org 00 og 150.000 Org 200.000 Org 250.000 Org 275.000 Org 300.000 Org 1.325.000
Aparatur
Internal
Kegiatan 2 : Berfungsinya
Pengembanga Lembaga Sertifikasi 250.0 1
n Lembaga Profesi (LSP) 1 Lbg 1 Lbg 00 Lbg 250.000 1 Lbg 300.000 1 Lbg 350.000 1 Lbg 400.000 1 Lbg 450.000 1 Lbg 2.000.000
Sertifikasi Aparatur
Profesi (LSP)
PROGRAM : | Persentase
Peningkatan | Ketersediaan
Pengemb. [P)okumen 100 % 100 % 92650 1,,00 100.000 100 % 110.000 100 % 125.000 100 % 150.000 100 % 175.000 100 % 752.500
Sistem erencanaan %
Pel. Program, Kegiatan,
elaporan dan Pelaporan
Keuangan
Kegiatan 1 : Persentase
Penyusunan Tersedianya
Renstra, Renja Dokumen 9250 3
dan Capaian Perencanaan 3 Dkm O Dkm 100.000 3 Dkm 110.000 3 Dkm 125.000 3 Dkm 150.000 3 Dkm 175.000 3 Dkm 752.500
Kinerja Program, Kegiatan,

dan Pelaporan
Keuangan




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PROGRAM : Persentase 3
Manajemen Keterlaksanaan | 100 | oot | 354770 | 100% | 450.000 | 100% | 550000 | 100% | 625000 | '°° | 750000 | 100% | 775.000 | 100% | 35047
Pelayanan Penyelenggara % n % 70
Kediklatan an Diklat
Terlaksananya 3
Kegiatan 1: Keg|atlan rgpat Kegiata 1 kali 183.470 2 kali 200.000 2 kali 295,000 2 kali 250,000 2 kali 300.000 2 kali 300.000 10kali | 1.458.4
Penyelenggaraan Koordinasi n 70
Rakor Kediklatan Kediklatan
_Q_§Z|;E;aa?1aza:n Terhimpunnya 4 6 6 6 6
Monitoring dan 'F’,‘:r’]’y'gisr:ggaraa iil":t Bidang | 171300 | B899 | 500000 B";a” 225000 | Bidang | 250.000 B";a” 300.000 | 88199 | 300000 B'Za” 1"54(?'3
Evaluasi .
Kedilatan n Dikiat
Kegiatan 3 : Terlaksananya
Pembuatan Pembuatan 200 400 400 400 400 400 600.00
Buletin/Majalah/Ju Buletin/Majalah/ - Exmp 50.000 Exmp 100.000 Exmp 125.000 Exmp 150.000 Exmp 175.000 Exmp O.
rnal llmiah Jurnal limiah
Kediklatan Kediklatan
Mengembangkan Meningkatk | Peserta PROGRAM: Peserta diklat
sistem | En giklat ying 100 Pembinaan dan Zang iy
perencanaan,penyelen ompetensi | dinyatakan inyatakan
ggaraan,dan evaluasi aparatur telah % 598'3:’;)1(33322 telah selesai 4(.)6r48 grl? 17'130'6 96 % 12';23'6 97 % 9'7207'27 98 % 11.081.755 | 99 % 8.417.100| 100 % 8.537.520 | 100 % 679'237'
diklat aparatur yang melalui selesai i dan lulus 9 9
efektif pendidikan | dan lulus Aparatur dengan nilai
dan dengan baik
pelatihan | nilai Kegiatan 1: Terlaksananya
sesuai kompetens Sertifikasi Uji Kompetensi
kebutuhan | i minimal Kompetensi dan dan Sertifikasi 1.747 320 2:8%.00 140 2.787.25 230 2.788.40 260 2.790.700 290 2.803.000{ 320 org 2.806.300 1.240 16.319.
baik Pengelolaan Berbasis orang 0 orang 0 orang 0 orang orang org 650
Lembaga Kompetensi
Kegiatan 2 : Terlaksananya
Pengembangan Pengembangan
Kompetensi Kompetensi 1'06r09 540 Org 4'7805'69 600 Org 2.430.00 209rO 1.362.50 | 230 Org 1.295.000 107ro 847.500 230 Org 1'41(? 00 1'05r20 126'320'
Teknis Inti Teknis Inti 9 0 9 0 9 9

Aparatur




Kegiatan 3 : Terlaksananya
Pengembangan Pengembangan
Kompetensi Kompetensi 5900r 934 Org 7'1504'95 870 Org 4.589.8 ggro 3.259.77 | 8400rg | 4.679.455 gsro 2'40%0'0 360 Org 2'00(;1 62 3l02r40 246;88'
Teknis Umum dan Teknis Umum g 25 9 0 9 9
Fungsional dan Fungsional
Kegiatan 4 : Terlaksananya
Pengembangan Pengembangan
Kompetensi Kompetensi 702 390 Org 2:344.00 220 Org 2.316.60 250 2.316.60 | 280 Org 310 2.316.6 3400rg 2.316.60 4188 14.479.
A A Org 0 Org 2.316.600 Org Org 000
Manajerial Manajerial 0 0 00 0
Aparatur
Jumlah Anggaran Tiap Tahun
99 P 27.766.175 26.106.047 20.790.242 19.723.755 | 16.094.100 16.349.520 | 97.063.665
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MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator Kinerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi adalah

yang menggambarkan tingkat capaian hasil kinerja suatu sasaran,program

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BPSDM PROVINSI JAMBI

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan

atau kegiatan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi dalam lima tahun
mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi. Indikator Kinerja dimaksud

sebagaimana tertuang pada tabel berikut :

Pada bagian

ini

akan dikemukakan

indikator kinerja Badan

No

Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan
Fungsi SKPD

Target
Kinerja Awal
Periode
RPJMD
(2015)

Target Capaian Tahunan

2016

2017 | 2018 | 2019 | 2020

2021

Kondisi
Kinerja
Pada Akhir
Periode
RPJMD

Persentase Peserta
Pengembangan SDM
yang dinyatakan
telah selesai dan
lulus dengan nilai
minimal baik

95 %

96% | 97% | 98% | 99 %

100 %

100 %

Persentase Peserta
Lulus Uji
Kompetensi

71% | 72% | 73% | 74 %

75 %

75%

Peserta
Pengembangan SDM
yang menyatakan
minimal puas
terhadap pelayanan
pelaksanaan
pengembangan
SDM Aparatur

80 %

81% | 82% | 83% | 84%

85 %

85 %
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran secara
operasional dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 — 2021, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Jambi yang merupakan pengembangan tugas pokok
dan fungsi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jambi.
Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jambi Tahun 2016 — 2021 merupakan pedoman bagi seluruh unit
kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Jambi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya
sekaligus sebagai acuan bagi stake holders yang memiliki keterkaitan
dengan program pembangunan SDM Aparatur di Provinsi Jambi.
Dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan serta
keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Provinsi Jambi, perlu
ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis sebagai berikut:
1. Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Jambi berkewajiban untuk melaksanakan program-
program dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 secara murni dan
konsekuen.

2. Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Jambi berkewajiban untuk menjaga keterkaitan
program dan kegiatan yang efektif dan efisien.
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